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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hakim dalam menentukan pembuktian 
dan menentukan putusan perkara perceraian karena perselingkuhan dalam 
perkawinan beda agama serta akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam 
menentukan pembuktikan berdasarkan gugatan dan pengakuan yang telah 
dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam persidangan. Hakim 
mempertimbangkan pembuktian bahwa terbukti Tergugat melakukan 
perselingkuhan dalam perkawinan beda agama sehingga terjadi perceraian, 
kemudian hakim memutuskan dimenangkan oleh penggugat karena berdasarkan 
pemeriksaan pembuktian di persidangan. Akibat hukum setelah perkara perceraian 
karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama yaitu mengenai anak yang 
masih di bawah umur, maka diasuh oleh ibu sampai anak itu dewasa dan dapat 
menentukan sendiri, tetapi bapak ikut bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak, disamping itu bekas suami-istri tersebut tidak 
boleh berhubungan layaknya suami istri. Selanjutnya, harta benda suami-istri 
dalam perkawinannya yang mengenai harta bawaan pembagiannya dapat 
dilakukan menurut hukum Islam, hukum Adat, dan hukum perdata BW. 
 
Kata kunci: perkara perceraian/perselingkuhan, beda agama, penyelesaian 
perkara di Pengadilan Negeri 
 
Abstract 
This study aims to determine the judge in determining the verification and 
determining the decision of the divorce case because of the affair in the marriage 
of different religions and the legal consequences in the Surakarta District Court. 
The research method used a descriptive normative juridical approach. Data source 
consists of primary data that is result from interview and secondary data that is 
primary and secondary law data. Methods of data collection by literature study 
and field study (interview) then the data were analyzed qualitatively. The results 
of the research indicate that the judge in determining the evidence based on the 
lawsuit and acknowledgment that has been connected with the evidence in the 
trial. The judge considered the proof that the Defendant had proved an affair in a 
religious marriage so that a divorce took place, then the judge decided to be won 
by the plaintiff because based on the verification examination in the hearing. The 
legal consequences after the divorce because of an affair in a religious marriage 
that is about a minor, is taken care of by the mother until the child is an adult and 
can decide on his own, but the father takes responsibility for all child care and 
education costs, besides the former husband - the wife should not be related like a 
husband and wife. Furthermore, the property of a married couple in his marriage 
which concerns his inheritance property can be done according to Islamic law, 
customary law, and civil law of BW. 
 




Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 
kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu 
budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya 
sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya 
perkawinannya maju, luas, dan terbuka.
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Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, budaya 
perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu 
bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu 
berada serta pergaulan masyarakatnya. Pergaulan antar manusia lintas batas ini 
dapat menimbulkan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya yang 
menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi 
juga antara agama satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) telah 
dengan tegas menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti 
bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau 
Ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi 
umat Kristen dan Katolik) telah melaksankan pemberkatan atau ritual lainnya, 
maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan 
kepercayaannya, apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan 
tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar 
sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya 
tunduk pada salah satu hukum agama saja. Oleh karenanya perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu 
serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah 
didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan 
yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan 
yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang 
sakinah. 
Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi 
kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab retaknya suatu 
rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak 
diinginkan bagi masing-masing pihak. Bahkan akibat yang ditimbulkan sangatlah 
kompleks. Banyak hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, 
diantaranya adalah penyelewengan di antara salah satu pihak dalam pasangan 
yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian 
yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lunturnya rasa kebaikan 
yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya 
keluarga dan pada akhirnya berakhir di meja pengadilan. Apabila dalam 
perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum 
terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama 
lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di 
lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibagi harta 
bersama antara suami isteri tersebut. 
Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan 
mengharapkan akan mengalami perceraian. Walaupun demikian ada kalanya ada 
sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, 
sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri. Perceraian hanya 
dibenarkan penggunaannya dalam keadaaan darurat untuk tidak menimbulkan 
mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya 
perkawinan untuk kebaikan bersama.
3
Perceraian yang dilakukan suami istri yang agamanya sama mungkin tidak 
mempunyai kendala dalam mengajukan gugatan permohonan perceraian, karena 
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sudah jelas apabila perceraian dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam 
maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan 
oleh mereka yang memeluk agama non-Islam maka pengadilan pengadilan negeri 
yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu 
peradilan. 
Sejalan dengan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa perceraian 
sering terjadi karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri 
yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suami istri tersebut, yang pada akhirnya 
istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut diajukan ke 
Pengadian Negeri disebabkan karena suami berselingkuh sehingga sudah tidak 
ada kepercayaan lagi dalam membina rumah tangga yang bahagia, lebih baik 
antara keduanya masing-masing mencari kebahagiaan sendiri-sendiri dengan jalan 
melakukan perceraian secara baik-baik agar jangan sampai menimbulkan beban 
terutama pada anak-anaknya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: (1) Hakim dalam menentukan pembuktian perkara 
perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta, 
(2) Hakim di dalam menentukan putusan pada perkara perceraian karena 
perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta, dan (3) Akibat 
hukum setelah perkara perceraian karena perselingkuhan diputus oleh hakim PN 
Surakarta. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: (1) 
Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat mengetahui aspek 
proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan 
beda agama, (2) Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi serta manfaat bagi  masyarakat dalam menambah pengetahuan yang 
berhubungan dengan perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan 
beda agama, (3) Bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dan masukan guna 
mengembangkan hukum khusunya hukum perdata. 
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2. METODE
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat 
deskriptif.
4
 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan
data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hakim di dalam Menentukan Pembuktian Perkara Perceraian karena 
Perselingkuhan dalam Perkawinan Beda Agama di PN Surakarta 
Acara pembuktian ini adalah acara yang sangat penting di pengadilan, 
sebab dalam pembuktian ini akan dapat ditentukan menang kalahnya suatu 
peristiwa yang disengketakan. Dengan demikian, maka kepentingan kedua belah 
pihak harus benar-benar terlindungi.
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Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 82/Pdt.G/2016/PN.Skt 
diatas, tertulis bahwa penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Katholik 
yang menikah di Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta di hadapan pemuka 
agama Katholik dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 0030/2003 tertanggal 06 
Januari 2003. Bahwa sudah jelas apabila perkawinan yang dilakukan secara 
Katolik maka perceraiannya juga dilakukan secara katolik karena istri tunduk 
pada hukum suami yang beragama Katholik. Maka pengajuan gugatan diajukan di 
Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkawinan secara hukum negara. 
3.1.1. Hakim Memeriksa dan Mengadili Alat-alat Bukti Yang Diajukan 
Oleh Penggugat  
Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dengan mengajukan 
dalil-dalil gugatan yang pada intinya sebagai berikut: 
Kurang lebih sejak bulan Mei 2014 rumah tangga antara penggugat dan 
tergugat menjadi goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi 
4
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perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, 
terlebih lagi pada bulan April 2015 tergugat diketahui telah menjalin cinta dengan 
perempuan lain, sehingga pada puncaknya di bulan Juni tahun 2015 tergugat 
tergugat peri meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat. 
Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk 
membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 
bukti saksi berupa: (1) Bukti Surat Yang Diajukan Oleh Penggugat; Foto copy 
KTP No. 3313126804830001 an ANIS CHOTIMAH DAN Foto Copy KTP No. 
3313122402790002 an Y IRAWAN YUSTIARSO yang, bukti (P-1); Foto copy 
Kartu Keluarga No. 3311122501130004 An Y.IRAWAN YUSTIARSO Desa 
Gonilan, Kec Kartosuro, Sukoharjo bukti (P-2); Foto copy Akta Perkawinan 
tanggal 23 Desember 2002 No.0030/2003.oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta 
antara YOHANES IRAWAN YUSTIARSI dan ANIS CHOTIMAH , bukti (P-3); 
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Oktober 2069 No. 5583/2009 an 
MAXILIANUS DHOPA PANDHU BINTORO bukti (P-4); Foto copy Akta 
Kelahiran tanggal 21 Januari 2004 No.0231/2004 an ANDREAS ANUNG 
ANINDHITO bukti (P-5); Foto copy surat laporan Polisi No. STTLP/234/ 
X12015/Jateng/Res Skh tertanggal 29 September 2015 bukti (P-6); (2) Bukti 
Saksi yang Diajukan Oleh Penggugat. Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) 
orang saksi yang masing-masing bernama PONIRAH dan SULASIH 
INDRASWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.  
Dengan demikian, berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan 
dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, baik 
berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka diambil Kesimpulan Pembuktian 
Penggugat sebagi berikut: (1) Benar, menurut keterangan ke dua saksi tergugat 
sudah keluar dari rumah sudah 10 (bulan) dengan meninggalkan anak dan istri dan 
kini tinggal dirumah kedua orangtuanya dan tidak memberi nafkah lahir-batin; (2) 
Benar, tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakiti hati bahkan 
tergugat pernah memukul penggugat hingga lebam; (3) Benar, tergugat menjalin 
hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga menimbulan percekcokan. 
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3.1.2. Hakim Memeriksa dan Mengadili Jawaban Dari Tergugat 
Sementara itu, dalam sidang pemeriksaan Pembuktian Tergugat secara 
lisan menyatakan tidak mengajukan jawaban dan pada pokoknya mengakui semua 
isi gugatan Penggugat. Berdasarkan  pada sidang pemeriksaan pembuktian 
tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang hasil pembuktian antara 
Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta hukum sebagai berikut: (1) Benar, 
sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah 
sudah 10 (bulan) dengan meninggalkan anak dan istri dan kini tinggal dirumah 
kedua orangtuanya dan tidak memberi nafkah lahir-batin; (2) Benar, sebagaimana 
dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi bahwa Tergugat sering mengatakan 
kata-kata kasar yang menyakiti hati bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat 
hingga lebam; (3) Benar, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan 
lain sehingga menimbulan percekcokan; (4) Atas gugatan Penggugat tersebut, 
Tergugat telah mengakui semua isi gugatan tersebut secara lisan dan menyatakan 
tidak mengajukan atas semua isi gugatan Penggugat. 
 
3.2 Hakim didalam Menentukan Putusan pada Perkara Perceraian Karena 
Perselingkuhan dalam Perkawinan Beda Agama di PN Surakarta 
Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara 
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.
6
  
Dalam peradilan perdata, pembuktian mempunyai peran dalam 
persidangan, karena pembuktian tersebut merupakan keterangan dari pihak 
penggugat dan tergugat yang menjelaskan kepada hakim dipersidangan. 
Pasal 163 H.I.R (283 R.B.G) telah mengatur tentang asas beban 
pembuktian yang berbunyi: “bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna 
membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan 
membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.7 Alasan-alasan yang dapat 
dijadikan dasar untuk perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2)  Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
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alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami 
dan istri.” Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal tersebut diatas, 
penjelasan atas Undang-undang Perkawinan lebih lanjut menyebutkan bahwa 
alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dijelaskan dalam Pasal 
19 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: (a) Salah satu pihak 
berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 
sukar ditentukan; (b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; (c) Antara suami dan istri 
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun dalam rumah tangga.
8
 
Berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat bahwa alasan 
Penggugat mengajukan gugatan adalah karena perselingkuhan yang dilakukan 
oleh Tergugat namun dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 
tidak terdapat alasan perceraian karena perselingkuhan, jadi apabila ada gugatan 
perceraian karena perselingkuhan maka hakim akan memutus dengan alasan 
apakah perbuatan perselingkuhan itu sudah sampai ke perbuatan zina atau belum 
atau karena terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara 
terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat 
tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. 
Berdasarkan pada hasil kesimpulan pembuktian di persidangan, maka 
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan- 
pertimbangan hukum sebagai berikut: (a) Situasi rumah tangga yang dialami oleh 
Penggugat dan Tergugat dimana suami dipandang kurang bertanggung jawab, 
tidak memberi nafkah bahkan selingkuh sehingga menimbulkan pertengkaran dan 
puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang 
tua Tergugat sendiri hingga gugatan ini diajukan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan; 
(b) Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagaimana diamanatkan 
menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
tercapai; (c) Oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak 
mungkin lagi tercapai sehingga tidak mungkin rumah tangga Penggugat – 
Tergugat dipertahankan lagi dan perkawinan mereka haruslah diakhiri dengan 
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perceraian; (d) Atas gugatan penggugat, dalam persidangan pembuktian tergugat 
juga telah mengakui secara lisan dan menyatakan tidak mengajukan jawaban atas 
semua isi gugatan penggugat. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim telah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: (a) Mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk seluruhnya; (b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan 
Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2002 di hadapan pemuka 
agama Kristen sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor: 0030/2003 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; (c) Memerintahkan 
Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk 
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa 
bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftarkan dalam Buku Register yang 
diperuntukkan untuk itu kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara 
Penggugat dengan Tergugat; (d) Memerintahkan kepada para pihak untuk 
melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Surakarta paling lama enam puluh hari sejak putusan Perigadilan Negeri tentang 
perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan  
(e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- 
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). 
 
3.3 Akibat Hukum Setelah Perkara Perceraian karena Perselingkuhan 
Diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
Pertama, mengenai anak. Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat terhadap anak setelah 
terjadi perceraian adalah baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara 




Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang masih 
dibawah umur (belum 12 tahun) yang berhak memelihara dan mengasuh adalah 
ibunya sampai mereka dewasa dan dapat bebas memilih sendiri dimana ia ingin 
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tinggal, pada ibunya atau pada ayahnya. Sedangkan menurut Agama Katholik 
dalam Kanon 1154 apabila terjadi perceraian bagi pasangan suami istri yang 
beragama Kristen Protestan, maka akibat terhadap anak akan mengikuti hukum 
negara yang berlaku. 
Jadi, berdasarkan keterangan diatas setelah terjadi perceraian anak yang 
masih dibawah umur akan diasuh oleh ibu sampai anak itu dewasa dan dapat 
menentukan sendiri ingin tinggal bersama ibu atau bapaknya. Namun selama anak 
dalam asuhan ibu, bapak juga ikut bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak itu. 
Kedua, mengenai hubungan bekas suami dan istri. Akibat pokok dari 
perceraian terhadap hubungan bekas suami dan istri adalah persetubuhan menjadi 
tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh menikah kembali sepanjang ketentuan 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi menurut 
Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pengadilan dapat 
mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan 
suatu kewajiban bagi bekas istri, dan kewajiban itu dapat berakhir apabila istri 
telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.
10
 
Menurut Agama Islam perceraian antara suami istri dan mereka memiliki 
anak, maka dalam surat Ath-Thalaq dijelaskan dimana suami berkewajiban 
memberikan upahnya, si istri berkewajiban menjaga dan memelihara anak 
tersebut jika ia yang berhak merawat dan membesarkan anak tersebut. Sedangkan 
menurut Agama Katholik berdasarkan kekuasaan tertinggi Paus, bagi orang 
Katholik perceraian yang disebabkan poligami mempunyai akibat istri yang 
ditinggalkan tetap berhak atas bantuan sosial dan material. 
Jadi, berdasarkan uraian diatas akibat yang terjadi terhadap bekas suami-
istri adalah persetubuhan menjadi tidak boleh, istri dapat menikah kembali setelah 
masa iddah berakhir. Bekas suami dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk 
memberi nafkah kepada bekas istri namun, kewajiban itu dapat berakhir apabila 
istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain. 
Ketiga, mengenai harta benda. Menurut Pasal 35 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 2 
yaitu: (1) Harta Bersama, Harta yang diperoleh selama perkawinan; (2) Harta 
Bawaan. Harta benda yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan yang 




diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan penguasaanya masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah menyangkut harta bersama 
atau harta pencarian, harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, yang berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.11 
Didalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat 
diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” yaitu:  
(1) Hukum Islam. Pembagian harta antara suami dan istri diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi: “janda atau duda cerai hidup, masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam perjanjian perkawinan”. Namun, ketentuan dalam KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) ini bukanlah suatu putusan yang paten, jika suami-istri sepakat membagi 
harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka yang 
didahulukan; (2) Hukum Adat. Dalam masyarakat hukum adat megenal harta 
gono-gini (harta bersama) sehingga apabila terjadi perceraian maka akan dibagi 
menjadi 2 (dua) antara suami dan istri; (3) Hukum Perdata BW. Menurut Pasal 
119 Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “sejak masa perkawinan 
maka menurut hukum terjadi harta bersama secara menyeluruh antara suami-
istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam 
perjanjian perkawinan”. 
Ini berarti apabila suami-istri tidak membuat perjanjian kawin sebelum 
perkawinan dilangsungkan, maka seluruh harta kekayaan yang diperoleh masing-
masing sebelum perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama dan apabila 
terjadi perceraian akan dibagi menjadi 2 antara suami dan istri. Di dalam Agama 
Katholik tidak mengatur secara khusus mengenai harta benda jika terjadi 
perceraian maka akan mengikuti hukum Negara yang berlaku atau mengikuti 
Putusan Pengadilan. 
Berdasarkan Putusan No: 82/Pdt.G/2016/PN.Skt baik Penggugat maupun 
Tergugat tidak ada yang mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak ataupun 
pembagian harta benda maka dari itu Majelis Hakim tidak berhak memutus suatu 
perkara yang tidak diminta, namun berdasarkan Mahkamah Agung anak yang 
belum dewasa atau sebelum berumur 12 tahun hak asuh anak berada di tangan 
ibu. 
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Pertama, hakim di dalam menentukan pembuktian perkara perceraian 
karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta. Penggugat 
dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dengan mengajukan dalil-dalil 
gugatan yang pada intinya sebagai berikut : Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 
2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena antara 
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, terlebih lagi pada bulan April 2015 
Tergugat diketahui telah menjalin cinta dengan perempuan lain, sehingga pada 
puncaknya di bulan Juni tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 
pulang kerumah orang tua Tergugat. Dalam hal gugatan yang diajukan Penggugat 
ini, Tergugat secara lisan menyatakan tidak mengajukan jawaban dan pada 
pokoknya mengakui semua isi gugatan Penggugat. 
Dengan demikian, berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan 
Tergugat yang telah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sehingga dapat diambil 
Kesimpulan Pembuktian sebagai berikut: 1) Tergugat terbukti telah meninggalkan 
anak istri tanpa memberi nafkah lahir-batin, 2) Tergugat sering mengatakan kata-
kata kasar yang menyakiti hati bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat 
hingga lebam; 3) Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. 
Kedua, hakim didalam menentukan putusan pada perkara perceraian 
karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta. 
Berdasarkan hasil persidangan pemeriksaan pembuktian telah diperoleh fakta-
fakta hukum dan Hakim memperoleh hasil pembuktian yang pada intinya 
Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dari gugatannya tersebut. Maka 
selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang 
akan dijadikan sebagai pedoman untuk memutus perkara Putusan 
No:82/Pdt.G/2016/PN.Skt. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan sebagai berikut : (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
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(2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 Desember 2002 di hadapan pemuka agama Kristen sesuai dengan 
Akte Perkawinan Nomor: 0030/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan 
segala akibat hukumnya; (3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri 
Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang 
telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftarkan 
dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu kemudian segera diterbitkan 
Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; (4) Memerintahkan kepada 
para pihak untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta paling lama enam puluh hari sejak putusan Perigadilan 
Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
(5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- 
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).  
Ketiga, akibat hukum setelah perkara perceraian karena perselingkuhan di 
putus oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Akibat hukum yang akan timbul 
setelah perceraian diputus oleh Hakim yaitu sebagai berikut: (1) Mengenai Anak. 
Setelah terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur akan diasuh oleh ibu 
sampai anak itu dewasa dan dapat menentukan sendiri ingin tinggal bersama ibu 
atau bapaknya. Namun selama anak dalam asuhan ibu, bapak juga ikut 
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu; 
(2) Mengenai hubungan bekas suami dan istri. Akibat yang terjadi terhadap bekas 
suami-istri adalah persetubuhan menjadi tidak boleh, istri dapat menikah kembali 
setelah masa iddah berakhir. Bekas suami dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk 
memberi nafkah kepada bekas istri namun, kewajiban itu dapat berakhir apabila 
istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain; (3) Mengenai Harta 
Benda. Harta benda suami-istri dalam perkawinannya yang mengenai harta 
bawaan apabila terjadi perceraian tidak akan menjadi masalah karena harta 
bawaan tersebut masih menjadi milik dan tanggung jawab masing-masing pihak 
antara suami dan istri, yang menjadi masalah disini adalah harta bersama karena 
harta bersama merupakan harta campuran yang diperoleh suami-istri setelah 
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perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian akan timbul pembagian harta 
bersama antar suami dan istri tersbut. Adapun dalam pembagian Harta Bersama 
dapat dilakukan menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum perdata BW. 
Berdasarkan Putusan No: 82/Pdt.G/2016/PN.Skt baik Penggugat maupun 
Tergugat tidak ada yang mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak ataupun 
pembagian harta benda, maka dari itu Majelis Hakim tidak berhak memutus suatu 
perkara yang tidak diminta, namun berdasarkan Mahkamah Agung anak yang 
belum dewasa atau sebelum berumur 12 tahun hak asuh anak berada di tangan 
ibu. 
4.2 Saran 
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu 
disempurnakan karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan 
perkawinan beda agama dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa 
perkawinan beda agama dilarang. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki 
masyarakat yang plural yang menyebabkan perkawinan beda agama bisa terjadi 
karena perkawinan adalah hak seseorang dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan 
yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan tidak dapat dijadikan alasan 
perkawinan beda agama di larang karena masih menimbulkan multitafsir oleh 
beberapa orang dalam memahaminya. 
Kedua, seharusnya mereka yang hendak melakukan perkawinan beda 
agama mempertimbangkan lagi dengan matang karena itu akan berimbas kepada 
anak dan harta benda, dan mereka harus memahami bahwa tidak ada satupun 
agama yang membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia. 
Ketiga, dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, 
hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu introspeksi diri untuk tidak 
tergesagesa memutuskan perceraian. Di sini isteri merasa dirugikan terhadap 
suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita lain, dan yang akan 
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